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ABSTRAK 

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) DI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN 

TAPUNG 

OLEH: 

SUSTIYA RAMADHANIA BAKAR 

NIM. 02070621751 

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan 

Pendapatan Tapung pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib 

Pajak Air Permukaan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung. Dalam 

melakukan penelitian ini data yang didapat berupa data primer dan sekunder. 

Penulis menggunakan metode pengambilan data dengan cara observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam 

sistem pemungutan pajak, wajib pajak sudah patuh dalam melakukan 

pembayaran pajak terutangnya sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan belum 

adanya wajib pajak  yang terkena sanksi administrasi atas keterlambatan 

pembayaran pajak terutangnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

kepatuhan tersebut yaitu kondisi alam, manajemen perusahaan, dan tingkah laku 

atau kesadaran wajib pajak. Dan upaya yang dilakukan UPT. Pengelolaan 

Pendapatan Tapung untuk meningkatkan pemungutan pajak air permukaan yaitu 

memberikan penghargaan kepada wajib pajak, memberi himbauan, dan merevisi 

peraturan daerah provinsi Riau. 

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Air Permukaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara berkembang membutuhkan penerimaan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara 

berkembang yang menerapkan pajak dan menjadikan pajak sebagai sumber 

pendapatan terbesar dalam penerimaan kas negara. Penerimaan pajak mendorong 

pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan nasional demi 

meningkatkan kesejahteraan masyrakat. 

Menurut Lestari dalam Sri Rahayu Syah (2016) Negara Indonesia 

menerapkan dua jenis pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat 

dikelola pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan negara di dalam Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pajak daerah dikelola pemerintah daerah 

sebagai sumber penerimaan daerah di dalam Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD). 

Dalam menjalankan pembangunan nasional, pemerintah tidak dapat 

melaksanakan pemerataannya secara efektif hingga ke berbagai daerah tanpa 

kerjasama yang baik dengan daerah tersebut. Pemerintah pusat memberikan 

wewenang kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi yang ada didalam 

daerahnya sebaik mungkin sebagai sumber penerimaan kas daerah untuk 

melaksanakan pembangunan di daerah tersebut. 

Keberhasilan suatu pembangunan daerah ditentukan oleh tersediannya 

dana guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah 
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daerah harus mampu mengoptimalkan sumber dana yang berasal dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Menurut direktorat jendral perimbangan keuangan, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat ditandai dengan meningkatkannya 

kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.  

Pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009. Jenis pajak daerah terbagai menjadi dua yaitu pajak daerah Provinsi dan 

pajak daerah Kabupaten/Kota. Adapun Pajak Air Permukaan (PAP) yang 

merupakan jenis pajak provinsi bagian dari pajak daerah yang menjadi sumber 

dana penerimaan kas daerah.  

Dalam Peraturan Gubernur Riau No. 37 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 5 Pajak 

Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air 

permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan 

tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. 

Dikecualikan, pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan 

dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.  

Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dan objeknya adalah pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air permukaan.  

Di Provinsi Riau Khusunya Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung 

merupakan salah satu lokasi industri yang menarik bagi para pelaku badan usaha 
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untuk mendirikan perusahaan, salah satu yang banyak terlihat adalah perusahaan 

kelapa sawit yang memanfaatkan sumber air permukaan. Potensi air permukaan 

digunakan badan usaha untuk keperluan industri seperti pengisian boiler yang 

digunakan Perusahaan Kelapa sawit (PKS) untuk merebus buah, penyiraman bibit 

(pembibitan), penangkaran ikan dan sebagainya.  

 Kepatuhan pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Dalam pemungutan Pajak Air Permukaan 

wilayah kerja UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung mencakup tiga kecamatan 

yaitu kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung, dan Kecamatan Tapung Hilir. 

Setiap tahunnya UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung memiliki target yang 

harus direalisasikan. Berikut penulis memperoleh data terlihat pada tabel berikut 

pencapaian target dan realisasi Pajak Air Permukaan di UPT. Pengelolaan 

Pendapatan Tapung tahun 2020-2022: 

Tabel 1. 1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan di UPT. Pengelolaan 

Pendapatan Tapung 2020-2022 

No Tahun Target Realisasi Presentasi 

1 2020 490.360.680,40 473.120.735,00 96,48% 

2 2021 628.461.732,97 477.231.483,00 75,94% 

3 2022 492.586.675,00 540.554.672,00 109,74% 

 Sumber: UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung 2023 

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan 

mengalami turun naik. Target yang tertinggi ditetapkan pada tahun 2021 dan 

target terendah pada tahun 2020. Sedangkan realisasinya dalam tiga tahun terakhir 

mengalami peningkatan. Dimana tahun 2020 jumlah realisasi yang dicapai tidak 
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melebihi target dengan presentasi sebesar 96,48%. Dan ditahun 2021 realisasi 

mengalami peningkatan namun presentasi rendah karena target yang ditetapkan 

terlalu tinggi, sehingga presentasi 2021 sebesar 75,94%. Pada tahun 2022 realisasi 

meningkat dan target 2022 diturunkan sehingga presentasi meningkat sebesar 

109,74%. Adapun di bawah ini daftar jumlah wajib pajak badan perusahaan yang 

terdaftar di UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung tahun 2020-2022. 

Tabel 1. 2 

Daftar Wajib Pajak Badan Perusahaan yang Terdaftar di UPT. Pengelolaan 

Pendapatan Tapung Tahun 2022 

No Nama Badan Perusahaan Alamat  

Perusahaan 

Jenis  

Olahan 

1 PTPN V PKS SEI GALUH Desa Pantai Cermin 

Tapung 

PKS 

2 PTPN V PKS TANDUN Desa Kasikan Tapung 

Hilir 

PKS 

3 PTPN V PKO TANDUN Desa Talang Danto 

Tapung Hulu 

MINYAK 

4 PTPN V PKR SEI LINDAI 

(Pabrik Karet) 

Desa Senama Nenek 

Tapung Hulu 

PKK 

5 PTPN V PKS TERANTAM Desa Kasikan Tapung 

Hilir 

PKS 

6 PTPN V PKS SEI GARO Desa Gading Sari 

Kec. Tapung 

PKS 

7 PT. BUANA WIRALESTARI 

MAS (PABRIK NAGA 

SAKTI) 

Desa Sekijang Tapung 

Hilir 

PKS 

8 PT. BUANA WIRALESTARI 

MAS (PABRIK KIJANG) 

Desa Sek Jaya Tapung 

Hilir 

PKS 

9 PT. BUANA WIRALESTARI 

(BIBITAN KIJANG) 

Desa Sekijang Tapung 

Hilir 

PEMBIBITAN 

10 PT. RAMAJAYA PRAMUKTI 

(PABRIK RAMA-RAMA) 

Desa Sibuak Tapung 

 

 

PKS 

11 PT. RAMAJAYA PRAMUKTI 

(BIBITAN KEBUN RAMA-

RAMA) 

Desa Sibuak Tapung KEBUN 

12 PT. SEKAR BUMI ALAM 

LESTARI 

Desa Kota Garo 

Tapung Hilir 

PKS 
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13 PT. SEWANGI SAWIT 

SEJAHTERA 

Desa Petapahan 

Tapung 

PKS 

14 PT. BINA FITRI JAYA MILL 

(PKS) 

Desa Kota Garo 

Tapung Hilir 

PKS 

15 PT. PEPUTRA MASTERINDO Desa Petapahan 

Tapung 

PKS 

16 PT. KENCANA AGRO 

PERSADA 

Desa Bencah Kelubi 

Kec. Tapung 

PKS 

17 PT. DAMI MAS SEJAHTERA Desa Sei Kijang 

Tapung Hilir 

KECAMBAH 

18 PT. BUMI MENTARI KARYA 

(PKS) 

Desa Kota Batak 

Tapung Hilir 

PKS 

19 PT. ANDERSON UNEDO Desa Petapahan 

Tapung 

PKS 

20 PT. KAMPAR ALAM MAS 

INTI 

Desa Pantai Cermin 

Tapung 

PKS 

21 PT. KHARISMA WIRAJAYA 

PALMA 

Desa Danau Lancang 

Tapung Hulu 

PKS 

Sumber: UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung 2023  

Dari Tabel 1.2 UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung memiliki 21 badan 

perusahaan yang menjadi wajib pajak air permukaan yaitu PTPN V Sei galuh 

dengan jenis olahan PKS (Pabrik Kelapa Sawit), PTPN V Tandun dengan jenis 

olahan PKS, PTPN V PKO Tandun dengan jenis olahan minyak, PTPN V PKR 

Sei lindai dengan jenis olahan PKK (Pabrik Karet), PTPN V Terantam dengan 

jenis olahan PKS, PTPN V Sei garo dengan jenis olahan PKS, PT. Buana 

Wiralestari Mas dengan jenis olahan PKS, PT. Buana Wiralestari Mas dengan 

jenis olahan PKS, PT. Buana Wiralestari dengan jenis olahan pembibitan, PT. 

Ramajaya Pramukti dengan jenis olahan PKS,  PT. Ramajaya Pramukti dengan 

jenis olahan kebun, PT. Sekar Bumi Alam Lestari dengan jenis olahan PKS, PT. 

Sewangi Sawit Sejahtera dengan jenis olahan PKS, PT. Bina Fitri Jaya Mill 

dengan jenis olahan PKS, PT. Peputra Masterindo dengan jenis olahan PKS, PT. 

Kencana Agro Persada dengan jenid olahan PKS, PT. Dami Mas Sejahtera dengan 
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jenis olahan kecambah, PT. Bumi Mentari Karya dengan jenis olahan PKS, PT. 

Anderson Unedo dengan jenis olahan PKS, dan PT. Kampar Alam Mas Inti 

dengan jenis olahan PKS, PT. Kharisma Wirajaya Palma dengan jenis olahan 

PKS. 

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak air 

permukaan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung. Dimana kepatuhan wajib 

pajak air permukaan ini berkaitan badan perusahaan belum taat dalam melakukan 

pembayaran Pajak Air Permukaan, keadaan lain terjadi karena kurangnya 

pengetahuan wajib pajak tentang pajak air permukaan seperti bagaimana kriteria 

usaha yang dimiliki tersebut dapat dikenai Pajak Air Permukaan, dan kewajiban 

wajib pajak melaporkan pajak terutangnya dan kurangnya kesadaran wajib pajak 

dalam mengetahui dampak dari patuhnya membayar pajak bagi kemajuan 

pembangunan suatu daerah dan kenyamanan wajib pajak hingga mencapai 

kemakmuran. Oleh karena itu, diperlukannya peran pemerintah dalam mengatasi 

masalah tersebut agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan 

pembayaran Pajak Air Permukaan. Melihat tingkat kepatuhan wajib pajak air 

permukaan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung diharapkan dapat membantu 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan upaya 

yang diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak tidak melalaikan 

kewajibannya untuk menaati peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dan menjadikan sebuah karya tulis dengan judul “Tingkat Kepatuhan 
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Wajib Pajak Air Permukaan (PAP) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengelolaan Pendapatan Tapung”. 

1.2 Rumusan Masalah  

     Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis berikan, adapun 

beberapa rumusan sebagai pertanyaan dalam penelitian tugas akhir ini. Berikut 

rumusan masalah penelitian tugas akhir ini, yaitu: 

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak air permukaan di UPT. 

Pengelolaan Pendapatan Tapung? 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak air permukaan di 

UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung? 

3. Apa saja upaya yang dilakukan UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung 

untuk meningkatkan pemungutan Pajak Air Permukaan?  

1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari permasalahan ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

disampaikan diatas. Berikut tujuan penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak air 

permukaan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak air permukaan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung. 

3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan UPT. Pengelolaan 

Pendapatan Tapung untuk meningkatkan pemungutan Pajak Air 

Permukaan.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir agar dapat 

memperoleh gelar Ahli Madya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan tulisan ini berguna  

untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak Air Permukaan. 

2. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara informasi dan 

referensi untuk mengetahui dan untuk penelitian yang berkaitan dengan 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Air Permukaaan. 

3. Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan tambahan masukan, referensi 

oleh UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung untuk meningkatkan wajib 

pajak dalam membayar Pajak Air Permukaan. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung, 

yang terletak di Jalan Raya Bangkinag Petapahan KM.26, Desa Petapahan, 

Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. 

1.5.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2023 sampai dengan 

bulan April 2023. 
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1.5.3 Jenis Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang  diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian. Data primer diperoleh penulis secara langsung melalui 

wawancara kepada kepala UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung. Adapun 

data primer yang diperlukan yaitu data tentang pajak air permukaan seperti 

realisasi anggaran pajak air permukaan, jumlah wajib pajak yang terdaftar, 

dan lainnya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui  

media perantara seperti bentuk dokumen, arsip-arsip catatan, buku-buku 

referensi yang berhubungan dengan penulisan. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian. Penulis melakukan observasi terhadap 

pajak air permukaan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung. 

2. Wawancara 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan 

data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada kepala UPT. 

Pengelolaan Pendapatan Tapung berhubungan dengan masalah yang 

penulis teliti. 



10 

 

3. Dokumentasi 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan 

data dengan mengambil data dari arsip maupun catatan dokumentasi 

lainnya dari tempat penelitian sesuai dengan masalah yang penulis teliti.   

1.5.5 Analisis Data 

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu 

menganalisis data yang sudah ada, dengan cara penjelasan kata-kata yang 

sistematis kemudian melakukan kesimpulan. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah penyusunan laporan dan pembahasan isi materi 

laporan tugas akhir ini, penulis akan membagi sistematika penulisan dalam empat 

bab. Adapun yang menjadi sistematika penulisan adalah: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini mengemukakan tentang sejarah UPT. Pengelolaan 

Pendapatan Tapung, struktur  organisasi UPT. Pengelolaan 

Pendapatan Tapung, visi dan misi UPT. Pengelolaan Pendapatan 

Tapung, dan  uraian tugas unit kerja UPT. Pengelolaan 

Pendapatan Tapung. 
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BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

Bab ini membahas tentang pengertian pajak, fungsi pajak, jenis-

jenis pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian pajak daerah, 

perbedaan pajak dengan retribusi, jenis-jenis pajak daerah, 

pengertian pajak air permukaan, dasar hukum pajak air 

permukaan, objek dan bukan objek pajak air permukaan, subjek 

dan wajib pajak air permukaan, dasar pengenaan, tarif, dan cara 

perhitungan pajak air permukaan, pengertian tingkat kepatuhan 

wajib pajak, pajak menurut pandangan islam, tingkat kepatuhan 

wajib pajak air permukaan di UPT. Pengelolaan Pendapatan 

Tapung, kendala dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak air 

permukaan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung, upaya yang 

dilakukan UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung untuk 

meningkatkan pemungutan pajak air permukaan.  

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang 

kesimpulan  dan saran yang bermanfaat dan diperlukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

2.1 Sejarah UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau yang lebih dikenal dengan 

SAMSAT merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan 

Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan 

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(SWDKLLAJ) secara terintegritasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama 

samsat. Tujuan utama didirikannya Samsat adalah memberikan pelayanan 

registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dan SWDKLLAJ secara 

terintegritasi dan terkoordinasi dengan cepat, transparan, akuntabel, dan secara 

informatif.  

Pada tahun sebelumnya, proses perpanjangan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK)  sangat berbelit dan memakan waktu cukup lama dikarenakan 

harus mendatangi tiga kantor, yaitu Kantor Pajak, Kantor Asuransi Raharja, dan 

Kantor Polisi.  

Pada tahun 1974 sampai dengan 1976 dilakukan uji coba pembentukan 

Samsat di Polda Metro Jaya agar memberi kemudahan pelayanan kepada 

masyarakat. Dan pada tahun 1976 sampai dengan 1988 samsat mulai diberlakukan 

di seluruh Indonesia dengan mengacu pada Instruksi Bersama (INBERS) 3 

Menteri, Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam), Menteri Keungan 

(Menkeu), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. Pol. KEP/13/XII/1976, 
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berjalannya waktu semakin banyak terjadi perubahan-perubahan INBERS hingga 

saat ini. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan 

kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah maka dibukalah 

kantor pendapatan unit Tapung Badan Pendapatan Provinsi Riau (SAMSAT 

Tapung) berdiri pada tanggal 02 Januari 2013 dan mulai beroperasi pada tanggal 

03 Juni 2013 yang beralamat di Jalan Raya Bangkinang-Petapahan KM. 26 Desa 

Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. 

Adapun beberapa bulan persiapan untuk mulainya beroperasi maka 

ditetapkanlah kantor Unit Pendapatan Satuan Manunggal Satu Atap (SAMSAT) 

Tapung yang berlokasi di Petapahan yang mana lokasi kantor tersebut dianggap 

strategis untuk pelayanan kepada masyarakat di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan 

Tapung Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Tapung Hilir. 

Satuan Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Unit Pendapatan Tapung 

memiliki tiga instansi antara lain Badan Pendapatan Daerah yang saat itu masih 

bernama Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Riau, Satuan Lalu 

Lintas Polda Riau dan Asuransi Jasa Rahaja. Berdirinya Unit Pelayanan Samsat 

Tapung, masyarakat merasa terbantu dan tidak perlu jauh-jauh ke Unit Pendapatan 

Teknis Kampar yang terletak di Bangkinang Kota yang mana memiliki jarak 

tempuh antara 30-70 km dari lokasi tempat tinggal wajib pajak.  

Beroperasi selama lima tahun, Samsat Tapung diubah menjadi UPT. 

Pengelolaan Pendapatan Tapung pada tanggal 15 Januari 2018. Didirikannya 

UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung sangat membantu semua masyarakat dalam 
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melakukan proses-proses perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 

maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bukan hanya 

masyarakat Tapung, karena letak Samsat yang strategis berada dijalan Lintas Desa 

Petapahan yang notabennya sebagai Pusat Kecamatan Tapung, juga memudahkan 

bagi masyarakat Tapung Hulu dan Tapung Hilir. 

Hingga sekarang, jumlah wajib pajak dalam sehari berkisar 100 sampai 

dengan 200 wajib pajak yang mengurus kewajiban pajak kendaraan di UPT. 

Pengelolaan Pendapatan Tapung. Dengan itu, bukan hanya mengurus Pajak 

Kendaraan Bermotor, di UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung juga bisa 

melayani dalam melakukan pengurusan Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat 

Berat, tetapi untuk sementara sedang tidak melayani pengurusan Pajak Alat Berat. 

2.2 Struktur Organisasi UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung 

Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan 

Tapung tersusun dari beberapa unit kerja. Susunan organisasi Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung, terdiri dari: 

a. Kepala UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung 

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

c. Bendahara Penerimaan 

d. Bendahara Pengeluaran 

Berikut bentuk struktur organisasi di UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung 

sebagai berikut: 
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Gambar 2. 1  

Struktur Organisasi  

UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Sumber: UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung Tahun 2023 

 

 

Kepala UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung 

Hery Rukmana, S.Si, MIP 

Penata TK I (III/d) 

NIP. 19770817 200902 1 007  

 

Kepala SUB Bagian  

Tata Usaha 

Dases Genie, S.Sos 

Penata TK I (III/d) 

NIP. 19690902 199803 1 005

Bendahara Penerimaan  

Ratna Purwiyanti, S.Sos 

Penata TK I (III/d) 

NIP. 19710215 199203 2 002 

Bendahara Pengeluaran  

Budi Dharma, SE. MM 

Penata TK (III/c) 

NIP. 19851024 201001 1 007 
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2.3 Visi dan Misi UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung 

a. Visi 

Visi UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung sesuai dengan visi pusat yaitu: 

“Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi 

Pemungutan Serta Pengelolaan Yang Efektif, Efisien, Transparan dan 

Akuntabel Dengan Pelayanan Prima”. 

b. Misi 

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 

2. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah. 

3. Melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana. 

2.4 Uraian Tugas Unit Kerja UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung 

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada UPT. Pengelolaan 

Pendapatan Tapung Riau adalah sebagai berikut: 

a. Kepala UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung 

1. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah (PKB, PAP) di wilayah kerja 

yang telah ditetapkan. 

2. Mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengurusan PKB 

kepada masyarakat. 

3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain 

Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Rahaja (Persero). 

4. Melaksanakan kegiatan operasional pemungutan Pendapatan Asli 

Daerah. 
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5. Melaksanakan Pemungutan pajak PKB di Kantor Bersama Samsat. 

6. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait 

dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. 

7. Memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-

lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. 

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (KASUBBAG TU) 

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan 

pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan.  

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum dan 

kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta 

keuangan. 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian, 

perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan. 

c. Bendahara Penerimaan  

1. Mengkoordinasikan dan pengelolaan pelayanan Samsat. 

2. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor 

Samsat pada setiap hari dan setiap bulannya.  

3. Melaksanakan pelayanan dibidang penerimaan pendapatan daerah 

(PKB, PAP serta PKB dan BBN-KB Alat Berat dan Alat Besar). 

4. Menyetorkan Penerimaan Pajak Daerah ke Kasda melalui Bank Riau 

Kepri. 

5. Mencetak Surat Tanda Setoran (STS) Bendaharawan Khusus 

Penerimaan (BKP). 
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6. Membuat Buku Kas Umum BKP dan merekap pemakaian Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

7. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. 

d. Bendahara Pengeluaran  

1. Melayani belanja rutin UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung. 

2. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai UPT. 

Pengelolaan Pendapatan Tapung. 

3. Membuat dan bertanggungjawab secara Hukum Laporan 

Pertanggungjawaban Pemakaian dan Pengelolaan Anggaran Rutin 

UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung. 

4. Mengkoordinasikan penomoran Surat Perintah Perjalanan Dinas 

(SPPD) dengan kantor UPT. Pendapatan Kabupaten Kampar. 

5. Menyusun rencana anggaran UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung. 

6. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. 
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BAB IV  

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak Air Permukaan (PAP) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengelolaan Pendapatan Tapung, dapat disimpulkan: 

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Air Permukaan di Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung sudah berjalan dengan baik dalam 

melakukan pembayaran pajak terutangnya sesuai dengan Peraturan Daerah 

Riau.  

2. Dalam melakukan pembayaran pajak air permukaan di UPT. Pengelolaan 

Pendapatan Tapung, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak air permukaan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung yaitu karena 

kondisi alam dari perusaahan yang bisa mengurangi hasil produksi 

sehingga kurangnya pemakaian air pemukaan. Selain itu, manajemen 

perusahaan yang membutuhkan waktu lama dalam mengeluarkan uang 

termasuk pembayaran pajak, harus mengikuti mekanisme manajemen 

perusahaan. Dan yang terakhir, tingkah laku atau kesadaran wajib pajak 

yang masih rendah yaitu belum tepat waktu dalam melakukan pembayaran 

pajak air permukaan setiap bulanya di UPT. Pengelolaan Pendapatan 

Tapung. 

3. Upaya yang dilakukan oleh UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung  untuk 

meningkatkan pemungutan pajak air permukaan yaitu memberi 
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penghargaan/reward dengan cara mendata wajib pajak yang patuh dan taat 

melakukan pembayaran pajak tiap bulan untuk memberikan motivasi 

kepada wajib pajak yang belum taat dalam pembayaran pajak terutangnya. 

Kemudian, memberi himbauan berupa surat himbauan untuk wajib pajak 

baru dan lama agar dapat melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu. 

Dan upaya terakhir yaitu merevisi Peraturan Daerah Provinsi Riau. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, penulis menyadari 

keterbatasan dalam penelitian. Berikut saran dari penulis untuk penelti 

selanjutnya, yaitu: 

1. Diharapakan peneliti selanjutnya melibatkan lebih banyak sumber 

wawancara termasuk wajib pajak untuk mendapatkan informasi lebih 

banyak mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak air permukaan di UPT. 

Pengelolaan Pendapatan Tapung.  

2. Diharapkan pada peneliti selanjutnya menambah sumber bacaan mengenai 

teori pajak air permukaan agar lebih lengkap.  

3. Diharapkan objek penelitian selanjutnya dapat diperluas tidak hanya pada 

pajak air permukaan.   
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LAMPIRAN  

Daftar Pertanyaan Wawancara : 

     Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah 

pada penulisan yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Air 

Permukaan (PAP) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan 

Tapung”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan 

masalah, yaitu: 

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak air permukaan di UPT. Pengelolaan 

Pendapatan Tapung? 

2. Kapan masa pajak air permukaan atau waktu ideal wajib pajak membayar 

pajak terutangnya? 

3. Untuk apa saja air permukaan digunakan wajib pajak? 

4. Berapakah tarif pajak air permukaan yang berlaku di UPT. Pengelolaan 

Pendapatan Tapung? 

5. Apa dasar pengenaan pajak air permukan yang berlaku di UPT. Pengelolaan 

Pendapatan Tapung? 

6. Dalam perhitungan pajak air permukaan, alat meter air milik badan perusahaan 

atau pemerintah? 

7. Bagaimana cara perhitungan pajak air permukaan tersebut?
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